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PERATURAN  DESA 

DESA BABAGAN  KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABAGAN,
	 Menimbang     : 
	a. bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun termasuk yang masih dalam kandungan;

b. bahwa anak  adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas)  tahun termasuk dalam kandungan, yang dijamin keselamatan dan kebrlangsungan hidup dan hak-haknya

c. bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita keluarga, Nusa dan Bangsa;

d. bahwa untuk mewujudkan sebagimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditegaskan dalam Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. 



	Mengingat
:  
	1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam linngkungan  Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

6. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Narkotika;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang   Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2009 tentang penanggulangan Pekerja Terburuk bagi Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Bupati No.30 tahun 2009 tentang Kota/Kabupaten Layak Anak.


Dengan Persetujuan  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA BABAGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DI DESA BABAGAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan  :

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Rembang

2. Pemerintah Kecamatan adalah Kecamatan Lasem
3. Desa adalah Desa Babagan
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur  penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Perlindungan Anak adalah segala bentuk usaha untuk menghindarkan tindakan yang merugikan anak.

6. Tindak Kekerasan adalah Perilaku yang mengakibatkan anak mengalami gangguan baik fisik, phisikis, mental, seksual maupun sosial atau penelantaran

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak :
a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 3

2. Peraturan tentang Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan bertujuan untuk :
a. Menjamin Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan

b. Mewujudkan Desa Ramah Anak

c. menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak.

BAB III

FUNGSI PERLINDUNGAN A\NAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN 

Pasal 4

1. Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan berfungsi sebagai :
a. Sosial Budaya.

b. Kepastian hukum.

c. Jaminan tumbuh kembang anak 

2. Fungsi Sosial Budaya yakni; terciptanya tatanan sosial dan budaya masyarakat yang anti kekerasan dan menghargai hak-hak anak serta melindungi anak terhadap tindak kekerasan;

3. Fungsi Kepastian hukum yakni; masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam  penyelenggaraan perlindungan anak dan keberadaan KPAD sebagai lembaga masyarakat Desa sebagai mitra masyarakat dan pemerintah Desa

4. Fungsi Jaminan tumbuh kembang yakni menjamin tumbuh kembang anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal  5

       Setiap anak berhak :

a. mendapat perlindungan terhadap tindak kekerasan

b. Mendapatkan pelayanan informasi dan konsultasi tentang perlindungan anak

c. Mendapatkan pelayanan Rehabilitasi

d. Mendapatkan kesempatan untuk berpendapat

e. Mendapatkan fasilitas dan kegiatan tentang perlindungan anak

Pasal 6
Setiap anak berkewajiban :

a. Melindungi diri sendiri terhadap tindak kekerasan

b. Melaporkan tindak kekerasan terhadap anak

BAB  V

PERAN SERTA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

1. Pemerintah Desa berkewajiban mendukung perlindungan anak di Desa

2. Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan anggaran operasional Kelompok Perlindungan Anak Desa sesuai kemampuan Desa.

3. Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan kesekretariatan Kelompok Perlindungan Anak Desa

4. Pemerintah Desa berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan pernikahan dibawah umur

5. Yang dimaksud pada ayat 4 adalah anak berumur 0 – 18 tahun.
Pasal 8

a. Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak

b. Masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasansesuai dengan perundang-undangan  yang berlaku

c. Masyarakat berkewajiban melaporkan kasus tindak kekerasan terhadap anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah Desa

d. Setiap masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya pernikahan dibawah umur 

e. Setiap keluarga berkewajiban menjamin perlindungan anak.

BAB VI

KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA

Pasal 9

1. KPAD adalah Kelompok Perlindungan Anak Desa dan dibentuk melalui musywarah desa;

2. Kelompok Perlindungan Anak Desa adalah Lembaga sosial Masyarakat Desa.

3. Kelompok Perlindungan Anak Desa adalah lembaga yang khusus berkaitan dengan Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan

4. Kelompok perlindungan anak desa adalah sebuah lembaga  mitra pemerintah Desa, masyarakat dan forum anak.

5. Masa bakti pengurus kelompok perlindungan anak desa selama lima tahun yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

6. Kepengurusan Kelompok Perlindungan anak Desa ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa 

7. Kelompok Perlindungan Anak Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai perundang-undang  yang berlaku

8. Kelompok Perlindungan Anak Desa dapat bekerja sama dengan pihak llain yang tidak mengikat

Pasal 10

Tugas Kelompok Perlindungan Anak  :

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, menganalisa, pemantauan, memberhentikan dan  melanjutkan suatu pengaduan.

b. Memfasilitasi dan memediasi kasus kekerasan terhadap anak di Desa dan sampai tingkat selanjutnya

c. Mendampingi anak korban kekerasan 

d. Melakukan upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak

e. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak;

f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak kepada Pemerintah Desa, masyarakat dan kelompok anak.

BAB VII

PRINSIP – PRINSIP KERJA DASAR

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

Pasal 11

1. Jujur  yaitu; dalam melaksanakan tugas perlindungan, Kelompok Perlindungan Anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adil yaitu; dalam melaksanakan tugas perlindungan, Kelompok Perlindungan Anak secara obyektif dan tidak pilih kasih atau tidak memihak.

3. Transparan yaitu; dalam  melaksanakan tugas perlindungan, Kelompok Perlindungan Anak  menjunjung tinggi azas keterbukaan.

4. Demokrasi yaitu; dalam melaksanakan tugas perlindungan, Kelompok Perlindungan Anak melayani semua kelompok masyarakat.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 12

Tata kerja Kelompok Perlindungan Anak Desa :

a. 
Menyusun program kerja musyawarah rencana pembangunan desa

b. 
Melaksankan program kerja yang ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa

c. 
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Pemdes

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

a. Kelompok Perlindungan Anak Desa dalam membuat kebijakan-kebijakan melibatkan Pemerintah Desa,Masyarakat, dan forum anak desa

b. Hubungan kerja Kelompok Perlindungan Anak Desa dengan Pemerintah Desa,Masyarakat, dan forum anak desa bersifat koordinasi

c. Kelompok Perlindungan Anak Desa dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain hanya dalam rangka kepentingan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak.
BAB X

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 14

1. Untuk kegiatan Kelompok Perlindungan Anak Desa disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh pengurus;

2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam APBDesa; dan atau aturan lainnya

3. Rencana anggaran belanja keuangan Kelompok Perlindungan Anak Desa disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa dan atau musyawarah lainnya

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan  Kelompok Perlindungan Anak Desa dan pembiayaan lainnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan  kegiatan, Kelompok Perlindungan Anak Desa didukung dengan penyelenggaraan administrasi;

2. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa setiap akhir tahun;

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya peraturan desa ini, Kelompok Perlindungan Anak Desa yang sudah dibentuk wajib menyesuaikannya

BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini sewaktu-waktu dapat diadakan perbaikan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya.

Pasal 19

Peraturan  Desa ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Detetapkan di : Babagan

Pada tanggal   : 30 Desember 2015



Ketua BPD




Kepala Desa Babagan
                         Drs. M. MARDIYONO



      S U K A R I
